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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTA,NG , ; I
, I , ~, '

, 'I
ORGANISASI DAN TAT~ KERJA ~EKRETARIAT ;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN'PENAJAM PASER UTARA
Ii : I:! I d 'I.:
;, , ., ,I • I,;'

DENGAN RAH~TTJH1N YANG ~AHA ESA 'jt: ,.
!

Menimbang

Mengingat

SUPATI PENAJAM'PASER UTARA,
~;
"i
f
)

i ,

a. bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur NomOI' 20 Tahun 2003
tentang Pernbentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara harus
ditetapkan kembali dalam benttJk Peraturan Daerah sesuai dengan
amanat Pasa! 68 ayat (1) Undang-undang NomOI' 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;

b. bahwa penataan kembali Organisasi dan Tata Ke~a Sekretariat Dewan
sebagairnana dimaksud pada huruf a harus sesuai dengan ketentuan
sebaqarnana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2003 tentang ~edoman Organisasi Perangkat Daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, pedu dibentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara.

1. Undanq-undanq Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
( Lernba an Nega-a Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 383~ ). ,, I

2. Undanq-uncanq Nomer 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, tambahanl L'embaran Negara Nomer 3848 );

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 8 .Tahun 1974 t~ntang Pokok-pokok Kepegaaian
(Lembaran N~g:ara,Ta~un 1999 ~om:tr16g, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890), . " 'i :! I .

4. Undang-undaQ9 Nornor t Tahun 2002 tentang Pernbentekan Kabupaten
Penajam Paser' Utarai df Propinsi ~!:itirnantan Timur (Lembaran Negara
Tahun 200' Nornor 20, Tambahan Lem,baran Neqara Nomor 4182);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 200P tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan: Propinsi selJagai Daerah Otonom
(Lernbaran Negara Tahun 2000 NomOr 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomer 3952); ,

6. Peraturan ?emerintah N~rnor 8 Tahun 2003 tentanq Pedoman Organisasi
Peranqkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan
t.erroaran N~gara Nomor 4262);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Penqanqkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran f~eg(l"a Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 426:3);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pernerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran flJegara tahun 1999 Nomor 70);

9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 91/SKBIM. PAN/4/2003 dan Nomor 17
Tahun 2003 tentang PetunjuR.Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, fl. ~mi~:~:a~rndan ~ef1)~b,e~hentianPegawai Negeri Sipil;

10. Keputusan lVIenteri Da\ianilNegerii Nor r!131.44-407 Tahun 2003 tentang
I" . I t t. I ~ .I' .' } .

Pengesahan pemberhentian: Peiabat BUpclti dan Pengesahan
Ii, f

Pengangkatan Bupati Periajam Paser Utara Propins: Kalimantan Timur;
I

11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor ~O Tahun 2002 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah l{abupateQ Penajam Paser Utara.,··

12. Peraturan Dzerah Kabupaten Penaja'm' Paser utara Nomor 1 Tahun 2003
tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penaiarn Paser Utara
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004
tentanq Kewenanqan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran
Daerah Tshun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan,
DEWAN PERWAKJl.AN RAKYAT DAERAH
KA8UPATEN PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

-
I

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAHKABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARlAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPArEN PENAJAM:PASER UTARA

: ! i· :

I. ,
. ,

• : I

. i!I' iBARJ 1:11 :I. ",.t" . 'Or

KETEtHuAN UMLiM il!! :
,;' , P~S~I'1 i

I

Dalam Peraturan Daerah ini y3ng dimaksud dengan : i
I
',

1. Daerah adalah Kabupaten Peflajarn Paser Utara. : ; ,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabup,aten P~najam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara., . ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daeran yang selanjutnya disebut DPRD idalah Dewan Perwakilan

rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
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5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam

Paser Utara.
7. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam

Paser Utara.
8. Jabatan FungsionalfTenaga Ahli adalah suatu jabatan yang melaksanakan sebagian tugas

dan fungsi sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan DPRD .

. .
i1

\3AB.1I

PEMBENTUKAN

P~sa:i2
I .

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretaiat Dewan Perwakilan Ral<.yatDaerah Kabupaten
Penajam Paser Utara. .

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSl

Pasal3
(1) Sekretariat Dewan merupa!<an unsur pelayanan terhadap DPRD.

(2) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang bertanggung jawab kepada
Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

\'
t
I
l
i

Pasal4
Sekretariat Dewan mempunyai tuqas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah 101,
Sekretariat Dewan' menyelenggarakan fungsi :
a. Fasilitasi rapat anggota DPRD;
b. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;
c. Pengelolaan tata usaha DPRD. .

BABIV
SUSUNA~' ORGANISASI:

•. 1. ! .: Pasal6
. :.. i

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan terdiri atas :

a. Sekretaris Dewan .
b. Bagian Umum terdiri atas :

1) Sub Bagian Rumah Tang~a;
2) Sub Bagian Tata Usaha.

c. Bagian Persidangan dan Informasi terdiri atas :
1) Sub Bagian Hukum dan Informasi; '-\...
2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
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d. Bagian Keuangan terdili atas :
1) Sub Bagian Penyusuna ..1 Anggaran;
2) Sub Bagian Pelaksana Angga-an.

e. Kelompok FungsionalfTena~\l<·lAhli

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan adaJah sebagaimana tenampir daJam Peraturan Daerah
ini.

Bagian Pertama .
Sekretaris De)Van

. Pasal7

{1} Sekretaris Dewan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengorganisasikan,
mengkoordinasikan, membina, mengendalik~m dan mengawasi semua kegiatan Sekretcr1at
Dewan.· .

(2) Sekretaris Dewan karena jabatannya dapat menjadi Sekretaris Panitia Khusus dan Sekretaris
Panitia Anggaran bukan anggota . . i

. .. . . i
! ,

~agi~n Kedua: i.:
. .Bam~n Qrnurn, :
: : ! i: ;~ : ::: ~ ._ .. .l ~*.s,1~ ! I,;. ;.

(1) Bagian Umum mempunyai tugas IT~nyia~~"! fasiJ~ rapat-r~at, rencana pe~alanan dinas,
pengadaan dan pemejheraan barcmg-bar'ang inventans, mengurus rumah tangga DPRD, tata
usaha kepegawaian, surat menyurat, me~iharakebersihan, keamanan dan ketertiban .
kantor.

(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang KepaJa Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Dewan.

Pasal9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini,
Bagian Umum mempunyai fllngsi :

a. membuat rencana kebutuhan bCl'ang-barang penengkapan kantor, kendaraan dinas dan alat
tulis kantor;

b. memelihara dan merawat baran·}-bCl'ang inventaris kantor serta rnembuat daftar inventaris;
c. menyusun rencana pe~alanan dinas sehubungan dengan kegiatan DPRD dan SeKretariat

Dewan;
d. meJaksanakan pengawasan terhadap kantor dan rumah jabatan;
e. melakukan tata usaha dan surst menyurat di lingkungan KantorlDPRD;
f. melaksanakan tala usaha dan pembinaan kepegawaian;
g. melaksanakan pemeliharaan, keernanaa, kebersihen dan ketertiban kentor.

Pasal10

(1) Bagian Umum terdiri atas :
a. Sub Bagian Rumah Tangga; ;: 1 • :

b. Sub Bagian Tata Usaha , . 1 '

(2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dim~sud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang
Kepala Sub B~gian yang ,1a1ammelaksaWJkan tugasnyat>erada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Umum'i . . : . ;. .\ .

l.' i ~I.I ; f I,",
1 •

. ..
" I

. I
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Pasal11
(1) Sub Bagian Rumah Tangga mernpunyal tugas melakukan pongadaan dan pemollha aan

barang-barang inventaris, mernelihara dan membina kebersihan, kearnanan dan ketertiban
kantor, pembuatan surat perintah perjalanan dinas, pemeliharaan gedung Kantor dan rumah
dinas~abatan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mernpcnyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretariat Dewan
dan tata usaha Pimpinan, menqendaliken dan membina kearsipan dell) surat menyurat serta
pembinaan tata usaha kepegawaian.

t-

Bagian Ketiga
Bagian Persidangan dan Infonnasi

: prsal12 II
(1) Bagian Hukum dan lntorrnasi Ii,~mpuny.ai' togas ~nyi~p,~an rapatlsidang, kelengkapan

adrninistrasi sidang, notulen sidang, rilemperbanyal< h~il iSi9ang dan mengembalikan ketikan
hasil rapatlsidang kepada peserta sidang idanl seg~la sesilatu yang berhubungan dengan
persidangan da~ risalah. '-I'! i 1\: . i~II'I -

, , '~ 1 I' 'II

(2) Bagian Persidanqan dan Risalah Se[iagai~~n? 9imak~ud I,~~a ~Yat (1ttpasal ini dipimpin oleh
seorang Kepala'Bagian yang dalam melakSanakan tugasnya berada di;bawah dan

I 'I ': I.':
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan. ' ! - ~

Pasat13 r
.' I

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayl;:rt(1) Peraturan Daerah
ini, Bagian Persidangan dan Informasi mempunyai fungsi :
a. menyiapkan rancangan kegiatan rapat-rapat dan peninjauan DPRD serta pertemuan dengan

masyarakat
b. menyiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD, baik administrasi mapun tata

tempatnya;
c. menyelenggarakan pembuatan catatan/risalah rapat-rapat yang diadakan oleh DPRD;
d. menyiapkan rancangan Keputusan DPRDlPimpinan DPRD atau produk perundang-undangan

I

DPRD lainnya;
e. membantu _menyiapkan segaJa sesuatu daJarn rangka pembahasan rancangan Peraturan

Daerah dan perrnohonan pengesahan Peraturan Daerah kepada Pejabat yang berwenang;
1-

f. mengumpulkan dan mengolah data pengkajian Peraturan Penmdanq-undanqan yang
berhubungan dengan tugas DPRD;

g. menerima tamu/delegasi masyarakat dan menampung serta meuyalurkan usul/aspirasi
masyarakat yang perlu diketahui DPRD;

h. menyiapkanlmenyusun bahan pemberitaan kegiatan DPRD untuk dipublikasikan;
i. mengumpulkan/mengolah data dan informiaSi serta menyajikan laporan;
j. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan berpustakaa'n untuk keperluan DPRD.

:! \ ·i: 'Iil
PasaJ'1:4 ."

; I i 1: 'il,1
(1) Bagian Persidanqan dan Informasi terdiri atas'l' ~! :1.1 i

a. Sub Bagian Hukum dan Informasi; , :. ' ;! . ,:,1:", "
b. Sub B,agian Persidanqan da~ RisaJ~ .. ,' ,: , :; y, : .F ... ' .:' .'

(2) Sub Baglan-suti baglan sebaqalmana dlmqksM pada1ayah1!l paSalll}ldlplmpm oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang daJam melaksaQ~~n tug~nya ..~ada di t:l:awah dan bertanggung
jawab kepada Kepala BagiclOPers.danqan dan lntormas.

.:
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Pasal15
(1) Sub Bagian Hukum dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menghimpun

peraturan perundang-undangan, melakukan evaluasi, pengkajian dan penelitian terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan, mengajukan saran dan atau pertimbangan serta
laporan mengenai hasi! analisislpenelitian dan kajian terhadap ketentuan peraturan
perundanq-undanqan yang berkaitan dengan kegiatan DPHD, menqurroulkan dan mengimpun
bahan serta produk peraturan perundang~undangan, Dp,RD serta mendokumentasikannya,
mengkoordinasikan, menganalisa data, rnernberikan pertimbangan dan menyusun program
dalam rangka pelaksanaan hubungan antara ·OPRD dengan Pernerintah Daerah dan
masyarakat ' l

,
(2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas mernpersiapkan bahan catatan hasil

Rapat Pleno, Rapat Komisi, Rapat Fraksi, Rapat Panitia dan lainnya serta yang
diselenggarakan DPRD termasuk melayani kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD pada
waktu rapat DPRD dan mel:aksanakan penyusunan programljadual kegiatan DPRD dan
undangan.

Bagian Keempat

Bagian Keuangan

Pasal16
(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran,

mengurus Daftar Anggaran Satuan Ke~a (DAS), SKO, menerima dan menyimpan bukti
pembayaran untuk membuat pertanggungjawaban, mengurus gaji dan tunjangan lainnya serta
membuat laporan keuangan.

(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepa/a Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal17 ,
Untuk menyelenggarakan tugas sebaqairnana dimaksud pada Pasal15 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, Bagian Keuangan mempunyai fungsi : ; , I i

a. membantu menyusun rencana anggararl herta meriburJs dan mengelola keuangan untuk
keperluan DPRio dan Sekretariat DPRD; : ' .! l; i

b. membantu m~nyelenggarakan segal a i ~e~i~tan iyan~ j, bertalian 'i,dengan perencanaan,
peruntukan dan penyelesaian keuangan l!ntujcjkeperl~an ID~~D dan Sfkretaiat DPRD;

c. menyelenggar~an administrasi keuangan pP;RD da~ Se~retariat DP~tD;
d. membantu memberikan saran pertimbangan yang bertaUan!d~ngan k~\u~ngan;
e. menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. ! .

(1) Bagian Keuangan terdiri atas :
a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
b. Sub Bagian Pelaksana Anggaran.

(2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seoranq
Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan ber:tangiiung
jawab kepada Kepala Bagian K~uangan.

Pas~118
I

'I I
! t
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Pasal19

(1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyusun Daftar Anggaran Satuan
Kerja (DAS), perencanaan anggaran, penelitian anggaran, penyusunan rancangan DPRD dan
Sekretariat DPRD.

(2) Sub Bagian Pelaksana Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, verifikasi dan
perbendaharaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Bagian KeJima .
•

Jabatan FungsionaIITenaga Ahii

Pa~al'20 , [
i·1 i i
I . I I

Jabatan FungsionalfTenaga Ahli berperan merlunjang tugas dan fungsi 'DPRD,
keahlian masing-masing. !

)

sesuai dengan

Pasal21
..' I

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudl pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini,
Jabatan FungsionalfTenaga Ahli mempunyai fungsi :

a. menyiapkan/merumuskan saran dan atau pemikiran tentang penyelenggaraan pernerintahan,
. pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bagi kepentingan DPRD selaku

mitra kerja Bupati dalam rangka menampilkan fungsi dan peranannya sesuai dengan Undang-
undang yang berlaku;

b. memberikan sumbangan pikiran tentang sesuatu masalah kepada DPRD, baik diminta
maupun tidak diminta;

c. memberikan asistensi kepada alat kelengkapan DPRD dalam meningkatkan pelaksanaan
keberhasilan tugas DPRD;

d. menjadi media, menampung dan menganalisa lebih lanjut pendaiatcerarnah para pakar
tentang sesuatu hal yang menyangkut tugas-tugas DPRD khosusnva serta penrnasalahan
penyelenggaaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
di daerah;

e. melaksanakan tugas-tugas lain dalam hubungannya denqan kegiatan DPRD.

BABV

TAlA KERJA
,

Pasal22

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DP~D, paa KepaJa Bagian, Kepala Sub Bagian dan
; i

Jabatan FungsionalfTenaga Ahli wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan

Simplifikasi.
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Pasal23
(1) Oa/am ha/ Sekretaris OPRD berbalanqan, Ketua OPRO menunjuk salah sooranq Pogawai

Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat OPRO yang tertua dalam pangf::at dan jabatan sebagai
pejabat yang mewakili Sekretaris OPRD.

(2) Dalam hal Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) pasal ini berhaJangan tetap,
mekanisme penggantiannya disesuaikan denqan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal24 .•
(1) Jabatan Fungsionalffenaga Ahli dipimpin oleh seorang ahli senior sebagai Ketua.
(2) Jumlah Jabatan Fungsionalffenaga Ahli ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan bersifat

tidak tetap (kontrak).

BABVI

KEPEGAWAIAN

Pasal25
(1) Sekretaris OPRD diangkat dan diberhenitikan oleh Bupati dari Pegawai "Iegeri Sipil yang

memenuhi syarat atas usul Sekretaris daerah dan persetujuan Pimpinan OPRO setelah
dikonsultasikan secsra tertuiis dengan Gubernur.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pennintaan konsultasi
sebagaimana dimaksud pada ayat {I) pasaJ lni, tidak ada jawaban tertulis dari Gubemur. maka
usul Bupati tersebut dianggap telah dikonsultasikan.

(3) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertirnbanqan Jabatan dan
Pangkat Daerah.

(4) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
pasal ini. dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada Pejabat lain di lingkungannya atas
dasar pendelegasian wewenanq atau pemberian kuas~ dari Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal26
Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Oaerah ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BABVlII

KETENTUANPENUTUP

Pasal27
,

Hal-hal yang belum diatur atau belurn cukup diatur dalarn Peraturan Oaerah ini, sepanjang
-\...... t'

mengenai pelaksanaannya akan diatur leblh lanjut denqan Keputusan Bupati.
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Pasal28

Peraturan Daerah ini mulai ber1akupada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten.Penajam Paser Utara.

Oi tetapkan di Penajam
pads tanggal 29 April 2004

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H.YUSRAN

Oiundangkan di Penajam
pada tanggal29 April 2004

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

DRS. H. SUTIMAN. MM
PEMBINA T1NGKAT I
NIP. 010102965

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2004 NOMOR 3



STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT OEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2004
TANGGAL: 29 APRIL 2004

SEKRETARIS DEWAN

BAGIAN UMUM .

.r:

~
. SUB BAG. RUMAH TANGGA

··Y- - SUDDAG. TATA USAHA I

BAGIAN PERSIDANGAN DAN
INFORMASI

DAGIAN KEUANGAN

SUB BAG. HUKUM DAN INFORMASI SUB BAQ PENYUSUNANANGGARAN

SUB BAG. PERSIDANGAN & RISALAH SUBBAG.PELAKSANAANGGARAN

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H.YUSRAN


